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KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 100.3.3.2/ 80 /KUM/2026 
TENTANG    

BESARAN DANA DAN PENGEMBALIAN DANA  
ATAS SISA DANA HIBAH PEMERINTAH PUSAT 

  

  BUPATI  HULU SUNGAI SELATAN, 
 

 
Menimbang : a.  bahwa realisasi penggunaan dana hibah kegiatan 

rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan pasca bencana 
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 
Anggaran 2024/2025 terdapat sisa anggaran; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b  
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hibah 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Pemerintah 

Daerah wajib menyetorkan sisa dana hibah rehabilitasi 
dan rekonstruksi ke rekening kas umum negara apabila 
terdapat sisa dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi di 

rekening kas umum daerah berdasarkan reviu APIP 
Daerah; 

       c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Bupati tentang Besaran Dana Dan 
Pengembalian Dana Atas Sisa Dana Hibah Pemerintah 
Pusat; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor   27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 

Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6409); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 
diubah bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

5. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45  Tahun  2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6267); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
11. Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

13. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hibah 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 546); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Nomor 3); 
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 

2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Tidak 

Terduga (Berita Daerah Kabupaten Hulu  Sungai Selatan 
Tahun 2021 Nomor 12); 
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Memperhatikan: 1.  Surat Inspektorat Daerah Nomor 700.1.2/007-

Khusus/ITDA perihal Laporan Hasil Reviu Sisa Anggaran 
Dana Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Penanganan Pasca Bencana pada BPBD kabupaten Hulu 
Sungai Selatan. 

 2. Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 
800.1.10/19/BPND perihal Permohonan Pengembalian 
Sisa Dana Hibah RR 2024 ke Kas Negara tanggal 22 

Januari 2026.   
3. Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Nomor 900.1.3.5/128/BPKPD tanggal 28 Januari 2026. 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan:    
KESATU:  Besaran Dana Dan Pengembalian Dana Atas Sisa Dana 

Hibah Pemerintah Pusat dari Rekening Kas Umum Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan nomor rekening 

2003897519 melalui rekening Bendahara Pengeluaran 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 
dengan nomor rekening 2003897772 sebesar 

Rp147.716.985,00 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh 
ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima 

rupiah) yang akan disetorkan ke Kas Negara.  
KEDUA:   Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.  

 
 

Ditetapkan di Kandangan 

pada tanggal 27 Februari 2026 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

ttd. 
 

SYAFRUDIN NOOR 

 
 

 
 

 
       
    


